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BAB V 

PENUTUPAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan  

5.1.1 Kedudukan KAN dalam tata administrasi daerah di kenagarian Simpang   

Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota 

KAN ialah suatu lembaga yang merupakan bagian dari lembaga 

pemerintahan yang berkedudukan dikenagarian sebagai mitra kerja 

pemerintahan nagari yang dalam peranannya mempunyai tugas dan fungsi. 

Dapat disimpulkan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Simpang 

Kapuak telah menjalankan sebagian tugas dan fungsinya dalam pencegahan 

narkoba, terutama melalui pemberian himbauan, peringatan moral, serta 

keterlibatan dalam kegiatan penyuluhan bersama pemerintahan nagari. 

Pelaksanaan peran tersebut didukung oleh kedudukan KAN sebagai lembaga 

adat yang dihormati masyarakat, kuatnya nilai kekeluargaan, serta masih 

berfungsinya peran niniak mamak sebagai pembina anak kemenakan. Namun 

demikian, terdapat beberapa tugas dan fungsi KAN yang belum berjalan secara 

optimal, seperti pembinaan yang berkelanjutan, pengawasan yang terstruktur, 

serta penegakan sanksi adat yang konsisten. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah 

faktor penghambat, antara lain keterbatasan pemahaman sebagian niniak 

mamak terhadap persoalan narkoba, Kurangnya kerja sama yang terencana 

dan belum adanya program yang jelas, serta adanya rasa sungkan dalam 

menindak pelanggaran yang melibatkan anak kemenakan sendiri. 

5.1.2 Tinjauan Siyasah Idariyah terhadap peran KAN dalam pencegahan 

narkoba di Nagari Simpang Kapuak 

Siyasah Idariyah merupakan salah satu bagian dari fikih siyasah yang 

menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan dan administrasi, tujuannya 

biar pemerintahan berjalan tertib, adil, dan membawa kemaslahatan untuk 

masyarakat. Hubungannya dengan KAN ialah KAN ini sebagai lembaga 

pemerintahan yang mengatur nilai-nilai dan fungsi administratif 
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pemerintahan nagari dan Siayasah ini sebagai konsep atau pedoman agar 

pengelolaan aturan kenagarian tersebut bisa berjalan sesuai dengan syariat 

islam yang tertib, adil, dan membawa kemaslahatan buat masyarakat.  

Jika kita melihat dari prinsip Siyasah Idariyah, KAN sudah melakukan 

perannya sesuai dengan siyasah idariyah sejalan dengan prinsip musyawarah, 

keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan persamaan Al-musawwah. 

Semua peran yang dilaksanakan oleh KAN itu merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari tugas pemerintahan karena KAN merupakan mitra kerja 

pemerintahan pada tingkat nagari.  

5.2 Saran 

5.2.1 KAN diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan 

terhadap anak kemenakan secara lebih berkelanjutan agar upaya 

pencegahan narkoba dapat berjalan dengan lebih optimal. Peran niniak 

mamak perlu terus diperkuat sebagai pembina moral dan sosial di 

tengah masyarakat nagari. Selain itu, kerja sama antara KAN dan 

pemerintahan nagari perlu ditingkatkan melalui program pencegahan 

narkoba yang lebih terarah dan terencana. Dengan adanya koordinasi 

yang baik, peran KAN diharapkan dapat berjalan lebih konsisten dan 

memberikan dampak positif bagi ketertiban sosial di Nagari Simpang 

Kapuak. 

5.2.2 Berdasarkan perspektif Siyasah Idariyah, peran KAN dalam pencegahan 

narkoba di Nagari Simpang Kapuak perlu terus diperkuat agar 

penerapan prinsip musyawarah, keadilan, kebebasan yang bertanggung 

jawab, dan persamaan dapat berjalan lebih optimal. KAN diharapkan 

dapat lebih memaksimalkan forum musyawarah adat untuk membahas 

persoalan narkoba secara khusus dan berkelanjutan. Selain itu, 

pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat perlu dilakukan 

secara lebih konsisten agar nilai-nilai syariat dan adat dapat benar-benar 

menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat nagari.  
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